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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan auditor 
pemerintah terhadap pengendalian korupsi dan pengaruh tindak lanjut sesuai dengan 
rekomendasi auditor pemerintah terhadap pengendalian korupsi. Variabel dependen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi sedangkan variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan auditor pemerintah 
dan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi auditor pemerintah. Untuk memperkuat 
hasil penelitian digunakan variabel kontrol yaitu pertumbuhan ekonomi, 
keterbukaan, ukuran pemerintah, pendidikan, dan gaji.  
 Populasi penelitian ini meliputi seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011 
hingga 2014, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui 
laporan tahunan Kejaksaan, IHPS BPK RI  dan Buku Statistik Tahunan Indonesia. 
Alat Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 
 Pengujian statistik menyimpulkan bahwa temuan auditor pemerintah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap korupsi, sedangkan tindak lanjut sesuai dengan 
rekomendasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap korupsi. Selain itu 
pengujian variabel kontrol menemukan bahwa gaji berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap tingkat korupsi. 
 






The purpose of this research is to analyze the effect of irregularities detected 
by government auditor on coruruption control and the rectification effort based on 
government auditor’s recommendation about corruption control. The dependent 
variable  that used in this research is corruption and the independent variables are  
irregularities detected by government auditor and rectification effort. To strengthen 
the result of this research, few control variables are used, they are economic growth, 
open, government size, education, and wage. 
The population of this research include all of the Indonesia’s provinces. The 
data that used are secondary data from the attorney general’s annual report, IHPS 
BPK RI, and Statistical Yearbook of Indonesian. Statistic tool that used in this 
research is multiple linear regresion. 
Statistical testing conclude that irregularities detected by government auditor 
doesn’t have significant impact on corruption, meanwhile retrification effort based 
on government auditor’s recommendation have significant and positive impact on 
corruption. Statistical testing to variable control conclude that wage have significant 
and negative impact on degree of corruption. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi di tahun 1997 mengakibatkan 
perubahan total pada sistem birokrasi pemerintah. Adanya perubahan pada sistem 
birokrasi pemerintah membawa Indonesia pada masa reformasi. Khan dalam 
Utomo (2011: 59) mengemukakan bahwa reformasi merupakan perubahan pokok 
dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan 
keberadaan maupun kebiasaan yang lama. Perubahan dalam sistem pemerintahan 
perlu dilakukan dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut adanya penyesuaian 
pemikiran dan aktivitas yang strategis supaya pemerintahan berjalan dengan  efektif 
dan efisien. 
 Salah satu perubahan nyata di Indonesia sejak era reformasi adalah munculnya 
desentralisasi. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur 
serta mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Maddick dalam Rondinelli (1983 :10) mengartikan desentralisasi 
sebagai penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-





mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, 
pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat 
kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi 
otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga 
swadaya masyarakat.  
Pada era reformasi Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Salah satu strategi 
supaya tujuan demokrasi dapat tercapai adalah adanya penerapan desentralisasi. 
Desentralisasi lahir untuk membongkar sentralisasi kekuasaan terutama dalam hal 
tata relasi pusat dan daerah. Kekuasaan yang terlalu besar akan berakibat terhadap 
semakin kompleksnya tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga dapat berdampak 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Saputra, 2012 :492). Adanya  desentralisasi 
di Indonesia membuat pemerintah daerah dapat mengambil keputusan untuk 
keberlangsungan rumah tangga daerahnya. Pengambilan keputusan ini mengacu 
kepada pengembalian kedaulatan rakyat untuk mengelola pemerintahan yang baik 
dari tingkat atas (pusat) sampai tingkat bawah (daerah). Melalui desentralisasi 
diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat seiring dengan meningkatnya 
pelayanan publik. Dengan adanya desentralisasi juga diharapkan setiap daerah di 
Indonesia mampu meningkatkan kompetisi dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keistimewaan, keadilan, demokrasi dan kekhususan daerah dalan 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Akan tetapi dengan diterapkannya desentralisasi, penyalahgunaan kekuasaan 
seperti korupsi, suap, dan penyelewengan juga mengalami peningkatan (Liu dan 





yang justru dilakukan aparatur daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, 
anggota DPRD hingga pejabat dinas. Kasus korupsi atas anggaran daerah 
menunjukkan bahwa penyelenggara daerah belum dapat berkomitmen untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Maulani, 2010). Implementasi 
desentralisasi justru membuat tingkat korupsi di daerah cenderung mengalami 
peningkatan tajam. Kemampuan kepala daerah dalam mempertahankan posisinya 
tidak jarang dipengaruhi oleh bagaimana kepala daerah tersebut dapat 
‘bekerjasama’ dengan DPRD. Hal tersebut disebabkan karena DPRD memiliki hak 
untuk mengangkat dan memberhentikan kepala daerah sehingga tidak jarang 
praktek money politic banyak terjadi di gedung dewan (Rinaldi et al, 2007: 15).  
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menyatakan bahwa: 
“Korupsi merupakan kegiatan yang melawan hukum yang bertujuan untuk 
memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain,  
menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

















Indeks Persepsi Korupsi 
      Sumber: Transparency International 
Tingkat korupsi di Indonesia sendiri menurut survey yang dilakukan oleh 
Transparency International menunjukkan bahwa skor indeks korupsi Indonesia 
pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami kenaikan. Akan tetapi  kenaikan yang 
diperoleh tidak sebanding dengan peringkat korupsi Indonesia di tingkat 
Internasional dimana pada tahun 2012 peringkat Indonesia turun ke peringkat 108 
dari peringkat 100 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia 
turun kembali pada peringkat 117, dan pada tahun 2014 Indonesia mengalami 
kenaikan peringkat menjadi peringkat 107.  
Naik turunnya peringkat korupsi Indonesia mengindikasikan bahwa perlu 
dilaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah. Undang-undang 
nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolan keuangan negara menyatakan bahwa 













dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Undang-undang nomor 15 
tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk itu perlu dilakukan 
pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksaan (BPK) yang bebas dan mandiri 
(Kawedar et al, 2011: 33). Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan juga menyatakan bahwa keuangan 
negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
mempunyai manfaat penting guna mewujudkan tujuan negara demi tercapainya 
masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan 
profesinal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh auditor. Jika korupsi merupakan 
“viruse” yang menyebabkan ketidakstabilan dan membahayakan perekonomian 
negara, maka auditor merupakan ‘immune” yang mengendalikan ketidakstabilan 
tersebut dan menghindarkan perekonomian negara dari bahaya korupsi. Dalam 
lembaga pemerintahan auditor berfungsi untuk mengendalikan sistem yang ada. 
Pengendalian sistem tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara 





berbagai negara dalam mengendalikan kasus korupsi. Seperti dikutip dari penelitian 
yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012: 164) yaitu: 
“Government auditing, the fundamental purpose of which is to monitor, ensure 
and appraise the accountability of government, is an important institutional 
arrangement in modern government governance. By monitoring the 
operation of public power, especially how public resources are used, 
government auditing can strengthen accountability and reduce the abuse of 
power and resources.” 
 
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa audit pemerintahan berfungsi 
untuk memonitor, mengukur, dan menilai akuntabilitas dari pemerintah. Dengan 
memonitor pekerjaan pemerintah terutama efektivitas pemanfaatan sumber daya 
maka audit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan 
mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. 
Auditor juga harus memastikan transparasi dalam laporan keuangan yang 
diaudit. Memberikan informasi keuangan secara transparan merupakan cara yang 
tepat dalam mencegah korupsi dan memantau kegiatan pemerintahan. Studi ini akan 
mengeksplorasi mengenai hasil pemeriksaan berkualitas yang dilakukan oleh BPK. 
Hasil pemeriksaan yang berkualitas merupakan pemeriksaan yang dapat 
mengindikasikan terjadinya penyimpangan. Melalui hasil pemeriksaan BPK 
penulis akan menghubungkan keterkaitan antara kualitas hasil pemeriksaan auditor 
dengan tingkat korupsi di Indonesia. Lebih lanjut lagi penulis akan menelusuri 
keterkaitan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang 
diaudit setelah dilakukan audit oleh BPK. 
Laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor pemerintah akan lebih 





mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat 
terjadi apabila pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Dengan tindak lanjut tersebut 
laporan keuangan pemerintah dapat lebih berkualitas dan mencerminkan 
pengelolaan pemerintah yang baik (Sari, 2013: 1012). Dengan adanya tindak lanjut 
perbaikan terhadap temuan auditor diharapkan tingkat korupsi di suatu daerah dapat 
menurun. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin 
(2012). Dengan menggunakan tingkat korupsi sebagai variabel dependen serta 
temuan auditor dan tindak lanjut auditor sebagai variabel independen Liu dan Lin 
menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara temuan audit dengan tingkat 
korupsi dan terdapat pengaruh negatif antara tindak lanjut audit dengan tingkat 
korupsi. Penelitian serupa di Indonesia juga dilakukan oleh Abror (2014). Dengan 
menggunakan variabel dependen dan variabel independen yang sama dengan 
penelitian Liu dan Lin (2012), penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat 
pengaruh negatif antara temuan auditor dengan tingkat korupsi dan terdapat 
pengaruh positif antara tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi. 
Mengacu pada penelitian Abror (2014) terdapat keterbatasan penelitian, yaitu 
tidak dimasukkannya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi. 
Untuk itu pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel pertumbuhan 
ekonomi, keterbukaan, ukuran pemerintah, pendidikan, dan gaji sebagai variabel 





Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa desentralisasi mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Menurut Oates dalam Sasana (2009: 106) 
desentralisasi fiskal di negara berkembang apabila tidak berpegang terhadap teori 
desentralisasi akan berdampak terhadap meruginya pertumbuhan ekonomi dan 
efisiensi. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap meningkatnya korupsi di 
suatu wilayah. 
Keterbukaan pemerintah sangat diperlukan dalam era modern ini. Zhou dan 
Tou dalam Liu dan Lin (2012: 171) mengungkapkan bahwa adanya transparansi di 
pemerintahan akan menurunkan tingkat korupsi di wilayah tersebut. Penelitian 
tersebut mengukur keterbukaan pemerintah dengan jumlah ekspor dan impor dan 
menemukan bahwa daerah dengan ekspor dan impor yang tinggi akan memiliki 
tingkat korupsi yang rendah.  Gatti (2004: 855) mengukur keterbukaan sebagai 
hambatan perdagangan dan arus kas internasional yang mungkin disebabkan oleh 
tindakan kolusi antara individu dengan pejabat.  
Ukuran pemerintah yang besar akan mendapat transfer kekayaan yang besar 
pula. Terdapat kontroversi mengenai bagaimana pengaruh ukuran pemerintah 
terhadap tingkat korupsi. Ali dan Ise (2003) menemukan bahwa ukuran pemerintah 
yang besar akan berdampak terhadap tingginya tingkat korupsi. Sedangkan Fisman 
dan Gatti (2002) menemukan bahwa ukuran pemerintah yang besar akan 
berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi.  
Pendidikan merupakan landasan utama pembentukan karakter seseorang. 
Adanya pendidikan formal akan menguntungkan negara dalam memberantas 





lembaga yang stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah besar-besaran. 
Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkepanjangan (Montessori, 
2012: 294). Glaeser dan Saks (2006) menemukan bahwa tingginya tingkat 
pendidikan di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi di 
wilayah tersebut. 
Gaji merupakan imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh 
seseorang. Kebijakan upah yang tinggi dikaitkan dengan rendahnya korupsi 
sehingga banyak negara yang mengadopsi kebijakan upah yang tinggi untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya korupsi (Liu dan Lin, 2012). 
Penulis tertarik mengangkat topik ini karena penelitian mengenai hubungan 
audit pemerintah dan tingkat korupsi masih tergolong jarang dilakukan. “Only a 
few studies touch upon the relationship between government auditing and 
corruption.” Penelitian mengenai korupsi kebanyakan berfokus pada penyuapan di 
bidang ekonomi dan perbankan sedangkan perhatian pada keuangan publik masih 
jarang dilakukan. (Liu dan Lin, 2012; Blume dan Voight, 2011; Olken, 2007).   
BPK RI memiliki perwakilan di setiap provinsi dan berpusat di ibukota. Oleh 
karena itu BPK juga dapat berperan dalam menemukan penyimpangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan di setiap provinsi perwakilan (UUD 1945 
pasal 23G). Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia juga menyatakan bahwa penuntutan dan kewenangan lain 
diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di provinsi. Melalui 
kasus korupsi yang dihimpun di setiap provinsi, peneliti meneliti peran auditor 





penyimpangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Lebih lanjut lagi peneliti akan 
menggunakan pertumbuhan ekonomi, keterbukaan, ukuran pemerintah, 
pendidikan, dan gaji sebagai variabel kontrol untuk mengetahui pengaruhnya 
terhadap tingkat korupsi. 
Berdasarkan pambahasan tersebut maka penelitian ini mengambil judul: 
“ANALISIS PENGARUH AUDITOR PEMERINTAH TERHADAP 
TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA”. 
 
1.2  Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan yang akan 
diteliti yaitu sebagai berikut : 
1.2.1  Apakah jumlah temuan audit memiliki korelasi terhadap tingkat korupsi di 
Indonesia? 
1.2.2  Apakah perbaikan yang dilakukan oleh auditee setelah dilakukan audit 
memiliki korelasi terhadap efektivitas tingkat pengendalian korupsi di 
Indonesia?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1.3.1  Menguji apakah terdapat korelasi antara jumlah temuan audit terhadap tingkat 





1.3.2 Menguji apakah terdapat korelasi antara perbaikan yang dilakukan oleh 
auditee setelah dilakukan audit terhadap efektivitas tingkat pengendalian 
korupsi di Indonesia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat bagi Akademis 
Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengaruh auditor pemerintah terhadap 
tingkat korupsi di Indonesia dan mampu menjadi acuan bagi penelitian berikutnya 
khususnya penelitian yang berfokus terhadap auditor pemerintah dan tingkat 
korupsi. 
 
1.4.2  Manfaat bagi Penulis 
 Bagi penulis penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan 
mengenai peran auditor pemerintah dalam mengendalikan tingkat korupsi di 
Indonesia. 
 
1.4.3  Manfaat bagi Auditor  
   Bagi auditor penelitian ini berguna sebagai acuan dalam melaksanakan kode 
etiknya sebagai auditor. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 





Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dari 
penelitian ini, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 
 
 
1.5.2  Bab 2 : Telaah Pustaka 
Telaah pustaka membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 
 
1.5.3  Bab 3 : Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian membahas mengenai variabel penelitian yang terdiri 
dari variabel independen dan variabel dependen serta definisi operasionalnya, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan, dan 
pengujian hipotesis. 
 
1.5.4  Bab 4 : Hasil Analisis 
Hasil analisis membahas mengenai hasil dari analisis penelitian melalui 
pengujian hipotesis. 
 
1.5.5  Bab 5 : Penutup  
Penutup membahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai 
penelitian yang akan datang. 
 
 
